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Abstrak

CV Nebula Motor is a tax subject and employer who is obliged to calculate, withhold, input
and report income tax 21 on the income received by its employees even though it is nil by using
periodic tax returns. However, in 2020 CV Nebula Motor did not include THR (Religious Holiday
Allowance) and was wrong in determining PTKP (Non-Taxable Income) in the calculation of income
tax 21. Errors in the procedure for calculating Income Tax 21 caused mispayments. Before the
correction of the amount of income tax 21 in 2020 is Rp. 7,500 then  after  correction the amount is
12,163. And for the cost of income tax 21 indebted in 2021 is Rp. 89.225.

keywords: calculation, inputting and reporting of income tax article 21 (PPh 21)

Ringkasan

CV Nebula Motor merupakan subjek pajak dan pemberi kerja yang wajib melakukan
perhitungan, pemotongan, penginputan, dan pelaporan PPh  pasal 21 atas penghasilan yang diterima
karyawannya meskipun nihil dengan menggunakan surat pemberitahuan (SPT) masa.  Namun pada
tahun 2020 CV Nebula Motor tidak memasukkan THR (Tunjangan Hari Raya) serta salah dalam
menentukan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) pada perhitungan PPh Pasal 21. Kesalahan dalam
prsedur perhitungan PPh Pasal 21 menyebabkan salah bayar. Sebelum dilakukan pembetulan besaran
PPh Pasal 21 terutang tahun 2020 yaitu Rp. 7.500; kemudian setelah dilakukan pembetulan yaitu Rp.
12.163 dan untuk besaran PPh Pasal 21 terutang tahun 2021 yaitu Rp. 89.225;.

Kata Kunci: perhitungan, penginputan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 (PPh 21)

PENDAHULUAN

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan pasal 1, pajak adalah kontribusi wajib

kepada negara yang terutang oleh orang pribadi

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

undang- undang perpajakan, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2021 tentang

anggaran pendapatan dan belanja negara, salah

satu sumber pendapatan yaitu pajak penghasilan.

Menurut Perdirjen Nomor  PER-16/PJ/2016,

pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas

penghasilan honorarium, berupa gaji, upah,

tunjangan dan pembayaran lain dengan apapun

sehubung dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan

kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang

pribadi dalam negeri (PPh pasal 21) dan luar

negeri (PPh pasal 26). Penerimaan penghasilan

dipotong PPh pasal 21 sesuai dengan Perdirjen

Nomor  PER-16/PJ/2016 yaitu karyawan tetap/

tidak tetap, penerima pensiun, uang pesangon,

uang manfaat pesiun, jaminan hari tua termasuk

ahli waris, bukan karyawan, imbalan peserta
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kegiatan, honorarium. Salah satu pengurang atau

biaya yang dikurangkan dalam perhitungan PPh

21 adalah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

CV Nebula Motor merupakan subjek pajak

dan pemberi kerja yang wajib melakukan

pemotongan, penginputan dan pelaporan PPh

Pasal 21 atas penghasilan yang diterima

karyawannya meskipun nihil dengan

menggunakan surat pemberitahuan (SPT) masa.

CV Nebula Motor bergerak dalam bidang

perdagangan eceran suku cadang beralamatkan di

Kota Bandar Lampung dengan memiliki 12

karyawan tetap dan 3    karyawan tidak tetap.

Permasalahan yang muncul pada tahun 2020

di CV Nebula Motor yaitu tidak memasukkan

THR (Tujangan Hari Raya) dan bonus yang

merupakan salah satu dari objek pajak,serta salah

dalam menentukan status PTKP (Peghasilan

Tidak Kena Pajak)  kedalam perhitungan PPh

Pasal 21 pada tahun 2020. Kesalahan dalam

prosedur penginputan dari besaran PPh Pasal 21

menyebabkan salah bayar dan keterlambatan

dalam penyampaian PPh Pasal 21 yang

menyebakan CV Nebula Motor mendapatkan

STP (Surat Tagihan Pajak). Berdasarkan

permasalahan di atas, penulis bermaksud

membahas “Perhitungan, Penginputan dan

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh

21)  pada CV Nebula Motor”.

TUJUAN

Tujuan tulisan ini yaitu untuk:

1) Membandingkan perhitungan PPh pasal 21

karyawan Rohman yang sesuai dengan

undang- undang perpajakan dengan yang

tidak sesuai dengan undang- undang

perpajakan tahun 2020

2) menjelaskan proses perhitungan,

penginputan, dan pelaporan pajak

penghasilan pasal 21 pada CV Nebula

Motor untuk tahun 2021

METODE PELAKSANAAN

Bahan yang digunakan dalam penyusunan

laporan tugas akhir ini adalah rekap gaji

karyawaan CV Nebula Motor  tahun 2021 yang

diberikan langsung oleh KKP MSC lampiran 3,

undang- undang pajak penghasilan, Peraturan

Menteri Keuangan, Peraturan Direktur Jendral

Pajak untuk  dijadikan bahan dan acuan dalam

penyusunan laporan tugas akhir ini.  Metode

pengumpulan data yang digunakan dalam

penyusuanan tugas akhir yaitu wawancara dan

dokumentasi. Dalam tugas akhir ini penulis

menggunakan metode kualitatif untuk

membandingkan perhitungan yang sesuai dan

tidak sesuai dengan undang-undang serta

menjelaskan proses perhitungan, penginputan

dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbandingan PPh Pasal 21 tahun 2020

Pada tahun 2020 CV Nebula motor

belum melakukan perhitungan sesuai dengan

undang- undang pajak penghasilan yaitu tidak

memasukkan bonus, THR dan salah dalam

menentukan PTKP di perhitungan PPh 21, hal

tersebut menyebabkan salah bayar. Untuk itu

penulis membandingkan perhitungan tahun 2020

untuk karyawan Rohman tanpa bonus, THR dan

salah dalam penentuan status perpajakan atau

PTKP yaitu (TK/0) dengan perhitungan Rohman

yang terdapat bonus, THR dan PTKP yang sesuai

yaitu (K/0) sebagai berikut:
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Tabel 1. Perhitungan PPh 21 karyawan Rohman
tanpa bonus, THR dan PTKP TK/0
tahun 2020

PPh 21 atas Gaji
Penghasilan Bruto
Rohman
1) Gaji Setahun (12 x
Rp.  4.750.000)

Rp 57.000.000

penghasillan Bruto
setahun

Rp57.000.000

pengurang:
2) Biaya jabatan 5%
x Rp. 57.000.000

Rp    2.850.000

3) Penghasilan neto
setahun

Rp 54.150.000

4) PTKP TK/0 Rp 54.000.000

5) Penghasilan kena
pajak

Rp 150.000

6) PPh 21 atas gaji
5%* Rp. 150.000

Rp 7.500

Sumber. KKP MSC

Tabel 2. Perhitungan PPh 21 karyawan Rohman
dengan bonus, THR dan PTKP K/0
tahun 2020

PPh 21 atas Gaji
Penghasilan Bruto
Rohman
1) Gaji Setahun (12 x
Rp.  4.750.000)

Rp 57.000.000

2) Bonus Rp   2.375.000
3) THR Rp   2.460.000
penghasillan Bruto
setahun

Rp61.835.000

pengurang:
2) Biaya jabatan 5% x
Rp. 57.000.000

Rp   3.091.750

3) Penghasilan neto
setahun

Rp58.743.250

4) PTKP K/0
wajib pajak pribadi Rp 54.000.000
Tambahan wajib pajak
kawin

Rp   4.500.000 Rp58.500.000

5) Penghasilan kena
pajak

Rp     243.250

6) PPh 21 atas gaji 5%*
Rp. 150.000

Rp 12.163

Sumber. KKP MSC

Berdasarkan hasil perhitungan sebelum

pembetulan PPh 21 terutang yaitu Rp. 7.500,-

dan setelah dilakukan  pembetulan PPh Pasal 21

yang dilakukan KKP MSC atas gaji, bonus dan

THR tahun 2020 bahwa besaran PPh Pasal 21

terutang yaitu sebesar Rp.12.163,- dan telah

disampaikan atau dilaporkan.

Perhitungan PPh 21 Tahun 2021

Sebelum melakukan perhitungan PPh

Pasal 21 penulis melakukan penentuan PTKP

sesuai dengan UU PPh No. 36 Tahun 2008. Dari

perhitungan PTKP tersebut dapat dilakukan

perhitungan pajak penghasilan pasal 21 terutang

atas penghasilan karyawan.

Apabila penghasilan neto karyawan tidak

lebih besar dari PTKP, maka karyawan tersebut

tidak memiliki PPh Pasal 21 terutang atau nihil.

Dalam hal ini penulis mengambil sampel dari

karyawan rohman dengan status perpajakan K/0

atau kawin dan belum memiliki tanggungan anak.

Berikut merupakan perhitungan PPh 21

karyawan Rohman secara lengkap untuk tahun

2021:

Tabel 3. Perhitungan PPh 21 pegawai tetap
Rohman tahun 2021

PPh 21 atas Gaji dan
Bonus (penghasilan
setahun)
Penghasilan Bruto
Rohman
1) Gaji setahun (12 x

Rp. 4.676.000)
Rp. 56.112.000,-

2) Bonus Rp. 2.670.000,-
3) Tunjangan Hari

Raya (THR)
Rp. 4.656.000,-

4) Penghasilan Bruto
setahun (jumah 1 +
3)

Rp.63.458.000,-

Pengurang:
5) Biaya jabatan 5% x

Rp. 63.458.000,-
Rp. 3.172.900

6) Penghasilan neto
setahun

Rp.60.285.100

7) PTKP K/0
- Untuk wajib

pajak sendiri
Rp. 54.000.000

- Tambahan
wajib pajak
kawin

Rp. 4.500.000

Rp.58.500.000
8) Penghasilan kena

pajak
Rp.1.785.100
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9) PPh 21 atas gaji
dan bonus
5% x Rp.

1.785.100

Rp. 89.255

PPh Pasal 21 atas gaji
setahun
Penghaslan bruto
Rohman
1) Gaji setahun (12

x Rp. 4.676.000)
Rp.56.112.000,-

Pengurang:
2) Biaya jabatan 5%

x Rp.
56.112.000,-

Rp.2.805.600,-

Penghasilan neto Rp.53.306.400,-
PTKP K/0
-untuk wajib pajak
sendiri

Rp.54.000.000,-

-taggungan wajib pajak
kawin

Rp. 4.500.000,-

Rp.58.500.000,-
Penghasilan kena pajak (Rp.5.193.600)
PPh pasal 21 terutang
atas gaji nihil

Rp. 0,-

PPh Pasal 21 terutang
atas Bonus
Rp.  Rp. 89.255 - Rp.
0,-

Rp. 89.255

Sumber.KKP MSC data diolah penulis

Pemotongan PPh Pasal 21

Pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan

setelah menghitung PPh 21 dan dipotong saat

karyawan menerima gaji, bonus dan THR.

Berikut adalah jumlah penghasilan kayawan

Rohman setelah dilakukan pemotongan PPh

Pasal 21:

Tabel 4. Penghasilan yang diterima karyawan
setelah melakukan pemotongan PPh   Pasal 21

N
o
.

Nama
Karya
wan

Penghasi
lan
Bruto/
Bulan

Bonus THR
PPh 21
Terutang

Penghasil
an yang
diterima
karyawan

karyawan tetap

1 Rohman 4.676.000 2.670.000 4.676.000 89.255 11.932.745

Sumber. KKP MSC data diolah Penulis

Penyetoran, Penginputan dan Pelaporan PPh
Pasal 21

Setelah wajib pajak melakukan

pemotongan atas gaji, bonus dan THR

selanjutnya penyetoran PPh Pasal 21 terutang

dapat dilakukan secara elektronik atau SSE

(Surat Setor Elektronik) pada aplikasi billing atau

sistem penerbitan kode billing lampiran 9.

Selanjutnya pelaporan PPh Pasal 21 terutang

yang telah dibayarkan, melalui e-spt dengan

mengisi e-spt sesuai dengan prosedur yang telah

ditetapkan  agar mendapatkan CSV yang

digunakan untuk melaporkan PPh pasal 21 pada

akun effiling, setelah wajib pajak melakukan

pelaporan Pph Pasal 21 maka wajib pajak akan

menerima bukti penyampaian SPT elektronik

terlampir pada lampiran 10. Pembayaran dan

pelaporan PPh pasal 21 harus dilakukan sesuai

dengan waktu yang ditentukan agar terhindar dari

sanksi atas keterlambatan pembayaran atau

pelaporan PPh pasal 21. PPh pasal 21 yang nihil

harus tetap dilaporkan agar tidak mendapatkan

sanksi keterlambatan lapor.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat

disimpulkan bahwa perhitungan sebelum

pembetulan PPh 21 terutang yaitu Rp. 7.500,-

dan setelah dilakukan  pembetulan PPh Pasal 21

yang dilakukan KKP MSC atas gaji, bonus dan

THR tahun 2020 bahwa besaran PPh Pasal 21

terutang yaitu sebesar Rp.12.163,- dan telah

disampaikan atau dilaporkan. Berdasarkan hasil

perhitungan ulang PPh Pasal 21 yang dilakukan

penulis atas gaji, bonus dan THR tahun 2021
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bahwa besaran PPh Pasal 21 terutang yaitu

sebesar Rp.89.225,-.

SARAN

Saran yang dapat penulis sampaikan

kepada CV Nebula Motor  yaitu, CV Nebula

Motor harus mengikuti perhitungan, pemotongan,

penginputan dan pelaporan PPh Pasal 21 sesuai

dengan  Undang-Undang perpajakan agar tidak

terjadi kesalahan dalam perhitungan, pemotongan

PPh Pasal 21 pada saat pemberian bonus dan

THR serta memperhatikan massa pelaporan agar

CV Nebula Motor tidak mendapatkan sanksi

administrasi. Penyetoran dan pelaporan PPh

Pasal 21 lebih baik menggunakan biling dan e-spt

untuk mempermudah dalam pelaksanaan

pelaporan PPh Pasal 21.
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